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Abstrak 

Penelitian inii bertujuanmuntuk mengetahuinfaktor internalldan 
ekternal yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kabupaten 
Buleleng. Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Populasi dan sampel pada penelitian ini 
ialah wajib pajak UMKM di kabupaten Buleleng yang terdaftar di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Metode 
penentuanmsampell yang dipergunakan ialah teknik simple 
random sampling, dengan jumlahbsampel sebanyak 334. Data 
yang dipergunakannpada penelitiani ini ialah data primernyang 
diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner kepada pemilik 
UMKM. Selanjutnya, data yang terkumpul diuji dengan 
analisisnregresi linier berganda. Adapun penelitian inii 
memberikan hasillbahwa kesadaran berpengaruhmpositif 
tidakmsignifikanmterhadap kepatuhan wajibmpajak, kemudian 
sanksimpajak, kualitas pelayanan, modernisasi 
sistemmperpajakan, dan preferensi risiko secara parsial 
berpengaruhmpositif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 
sedangkan pemahaman pajak dan money ethics secara parsial 
berpengaruhmnegatif signifikan terhadap kepatuhanmwajib 
pajak. 
 
 

 
Abstract 

This study aims to determine the internal and external factors that 
affect the tax compliance of micro, small and medium enterprises 
(MSMEs) in Buleleng regency. This research is a type of 
quantitative research with a descriptive approach. The population 
and sample in this study are MSME taxpayers in Buleleng 
regency which is registered at KPP Pratama (Tax Office) 
Singaraja. The sampling method used is simple random sampling 
technique, with a total sample of 334. The data used in this study 
are primary data obtained by distributing questionnaires to MSME 
owners. Furthermore, the data collected was tested by multiple 
linear regression analysis.This research provides the result that 
awareness does not have a significant positive effect on taxpayer 
compliance, then tax sanctions, service quality, taxation system 
modernization, and risk preferences partially have a significant 
positive effect on taxpayer compliance, while understanding tax 
and money ethics partially has a significant negative effect on tax 
compliance.  

 
 
 
Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara berkembang yang mana anggaran pendapatan terbesarnya 
bersumber dari sektor perpajakan. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan 
Kementerian Keuangan per 30 September 2019 diketahui bahwa pendapatan negara dari  
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Tabel 1.  
JumlahnWP dan PenerimaannPajaknUMKM di Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2019 

 

No. Keterangan 2017 2018 2019 

1 
Jumlah WP UMKM yang terdaftar 
(unit) 

4.425 5.408 6.120 

2 
Jumlah UMKM yang melaporkan 
SPT Tahunan (unit) 

3.108 4.145 4.031 

3 
Realisasi penerimaan pajak sektor 
UMKM (rupiah) 

11.418.093.693 12.781.308.856 11.631.482.086 

Sumber: KPP Pratama Singaraja (2020

sektor pajak adalah sebesar 57,25% (kemenkeu.go.id). Hal tersebut mengindikasikan bahwa 
penerimaan dari sektor perpajakan sangat mempengaruhi perkembangan dan pembangunan 
negara dan masyarakat dituntut berperan aktif untuk berpartisipasi dalam menghimpun pajak.  
Saat ini, sektor yang paling dominan berkontribusi dalam penerimaan pajak ialah sektor 
swasta, yakni Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan pangsa sebesar 99,99% 
(Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2018). Di Bali 
khususnya di kabupaten Buleleng, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tengah berkembang 
pesat. Namun, pada kenyataannya wajib pajak UMKM yang melaporkan pajak jumlahnya tidak 
sebanding dengan wajib pajak UMKM yang terdaftar. Disamping itu, jumlah penerimaan pajak 
dari sektor UMKM di kabupaten Buleleng juga mengalami fluktuasi. Berikut disajikan data 
jumlah wajib pajak serta penerimaan pajak UMKM yang ada di kabupaten Buleleng pada 
periode 2017-2019. 

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang melaporkan pajaknya 
selalu lebih kecil dari total jumlah wajib pajak yang terdaftar, disamping itu terdapat fluktuasi 
dalam hal jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan serta fluktuasi pada realisasi 
penerimaan pajak UMKM pada tahun 2017 hingga 2019. Maka berdasarkan data tersebut, 
dapat dinilai bahwa wajib pajak UMKM di kabupaten Buleleng masih tergolong rendah dan 
tidak konsisten dalam hal kepatuhan pembayaran pajak. Kepatuhan dalam pembayaran pajak 
UMKM bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, beberapa diantaranya yaitu kesadaran, 
pemahaman pajak, money ethics, dan preferensi risiko sebagai faktor internal, serta sanksi 
pajak, kualitas pelayanan, dan modernisasi sistem pajak sebagai faktor eksternal. Maka 
penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut secara parsial 
terhadapnkepatuhan wajibnpajak UMKM di kabupaten Buleleng. Wajibnpajak patuh ialah wajib 
pajak yang memenuhi dan menjalankan semua hak dan kewajiban pajaknya, yakni mendaftar, 
menghitung dan membayar pajak, serta menyetorkan kembali SPT. (Puspareni et al., 2017). 

Kepatuhannwajib pajak bisa dikaitkan dengan teori atribusi. Dalam teori ini dinyatakan 
bahwa ketika seseorangbmemperhatikan perilakubindividu yang lain, seseorang tersebut akan 
berusaha untuknmenjelaskan apakah perilakumtersebut diakibatkan oleh pihak internal 
ataupunneksternal, yang dapat dipengaruhinoleh tiga faktor yaitumkekhususan, konsensus, 
dannkonsistensi (Robbins & Judge, 2008). Keterkaitannteori atribusi dengan variabel pada 
penelitiannini yakni variabel kesadaran, pemahaman pajak, money ethics, dan preferensi risiko 
merupakanbfaktor internal yangnberpengaruh terhadap pengambilan keputusan wajib pajak 
apakah akannbertindak taat ataupun tidak atasnkewajiban pajaknya. Demikian pula variabel 
sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan modernisasi sistem perpajakan ialah faktorneksternal 
yang secara tidaknlangsung memaksamwajib pajak untuk bertingkah laku sesuai dengan 
kondisi yang telah ditentukan oleh pihak luar, yang mana pihak luar yang dimaksud adalah 
pemerintah. 

Pajak adalah hal yang amat mendasar dan pemungutannya harus didasarkan pada 
peraturan perundang-undangan (Pranata et al., 2015). Namun bagi wajib pajak, pajak 
seringkali dirasakan sebagai beban, baik bagi perseorangan ataupun badan usaha. 
Penumbuhan tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak merupakan titik berat dalam 
mencapai keberhasilan reformasi perpajakan.  Wajib pajak dituntut untuk melakukan 
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perwujudan pengabdian dan berperan bersama-sama secara langsung dalam menjalankan 
dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pajak nasional (Wicaksono, 2016). Menurut 
(Nugroho & Zulaikha, 2012), kesadaran membayar pajak bisa didefinisikan sebagai wujud 
sikap moral berupa pemberian kontribusi guna menunjang pertumbuhan dan pembangunan 
negara serta berupaya agar taat dan patuh terhadap semua aturan yang sudah ditetapkan oleh 
pemerintah yang sifatnya memaksa kepada wajib pajak. Masyarakat yang sadar pajak artinya 
tidak keberatan untuk melakukan pembayaran pajak sebab ia tidak merasakan kerugian atas 
pembayaran tersebut dan juga dirasa adanya keterpaksaan dari pemerintah. Pada 
penelitiannyang dilakukan oleh (Rama, 2019); (Ermawati & Afifi, 2018) diperoleh hasil bahwa 
kesadaran mempunyai pengaruhnpositif signifikannterhadap kepatuhannmembayar pajak pada 
sektor UMKM. 
H1: Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut (Adiasa, 2013), pemahaman wajibnpajak atas aturan mengenai 
perpajakanbakan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, pada 
kenyataannya saat ini masih banyak terdapat wajib pajak yang belum mengerti mengenai 
aturan perpajakan. Wajib pajak yang tidak paham mengenai aturan pajak dengan baik akan 
menjadi tidak taat terhadap kewajibannya. Jika wajib pajak memahami dengan baik mengenai 
aturannperpajakan, maka dapat dikatakan dalam kegiatan perpajakannya wajib pajak telah taat 
dan patuh. Wajib pajak yang memahami terkait perpajakan tidak akan merasa keberatan untuk 
memenuhi kewajiban pajaknya karena ia tidak merasakan adanya keterpaksaan serta tidak 
merasa dirugikan atas pungutan pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Rama, 2019), 
(Nafisah, 2019), (Rosi, 2018), (Castro, 2017), (Pamuji et al., 2014), (Adiasa, 2013), dan 
(Nugroho & Zulaikha, 2012)disebutkan bahwa pemahaman pajak mempunyai pengaruh secara 
positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  
H2: Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut (Mardiasmo, 2006) sanksi pajak ialah suatu alat untuk mencegah agar tidak 
terjadi pelanggaran norma serta aturan perpajakan oleh wajib pajak. Adanya pemberlakuan 
sanksi yang berat atas pelanggarannwajib pajak nyatanya mampu menyebabkan wajib pajak 
menjadi cukup takut untuk melakukan tindakan kecurangan. Disamping itu, anggapan tersebut 
semakin diperkuat dengan banyaknya pengungkapan kasus kecuranganvpajak yang diberikan 
sanksi yang berat. Kepatuhan wajib pajak diharapkan akan mampu meningkat sebagai dampak 
adanya pemberian sanksibyang tegas sesuai prosedur dan sesuai besar kecilnya pelanggaran 
yang dilakukan (Nugraheni, 2015). Kepatuhan dan ketaatan wajib pajak dalam pembayaran 
pajak akan tercapai jika sanksi pajak dipandang akan lebih banyak menimbulkan kerugian 
(Purnaditya, Riano Roy, 2015). Dikarenakan hal tersebut, dalam pemenuhan kewajiban 
perpajakan, sanksi pajak akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian yang 
dilakukan oleh (Rama, 2019), (Nafisah, 2019), (Dwi et al., 2019), (Castro, 2017), dan 
(Pranadata, 2014)diperoleh hasil bahwa sanksi pajakmmemiliki pengaruh positifnsignifikan 
terhadap kepatuhanbwajib pajak. 
H3: Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan atas pembayaran pajak juga tergantung tingkat mutu pelayanan yang 
diberikan oleh fiskus. Fiskus diharapkan pula agar memiliki kompetensi atau keahlian maupun 
pengetahuan yang cukup terkait dengan kebijakan, administrasi, maupun undang-undang 
mengenai perpajakan. Jika pelayananndari fiskus dapatnmemberikan efek kepuasan bagi wajib 
pajaknmaka pelayanan yang diberikan bisa dikatakan telah berhasil, sehingga persepsi wajib 
pajak terhadap fiskus akan meningkat serta akan berpengaruh pada meningkatnya kepatuhan 
wajib pajak (Syamsudin, 2014). Bila mutu pelayananbfiskus buruk, maka wajib pajak 
cenderungbakan melanggar kewajiban perpajakannya, sedangkan bila mutu pelayanannyang 
diberikan olehnfiskusntinggi maka wajib pajak akan semakin taat dalam pemenuhanbkewajiban 
pajaknya. Pada penelitiannyang dilakukannoleh (Rama, 2019), (Castro, 2017), (Pranadata, 
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2014), dan (Nugroho & Zulaikha, 2012)disebutkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 
secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  
H4: Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut (Arifin, 2015), modernisasi atas sistem perpajakan bisa menjadi faktor yang 
berpengaruh pada kepatuhannwajib pajak. (Triwigati et al., 2013) menyebutkan bahwa 
modernisasi atas sistemnperpajakan ialah perubahan sistem perpajakan kearah yang lebih 
sempurna guna peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi 
yang dimaksudkan untuk bisa meningkatkan kepatuhan serta penerimaan pajak. Pemerintah 
berharap melalui modernisasi sistem pajak akan dapat meningkatkan kesadaran para pelaku 
UMKM untuk taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun terdapat beberapa 
kendala yang biasanya menjadi penghambat wajib pajak enggan untuk menggunakan 
sistem online yaitu ketidakpahaman atas prosedur serta validitas proses dan data.  

Keluhan wajib pajak mengenai proses pembayaran pajak yang membutuhkan waktu 
yang lama dan terkesan rumit, bisa diatasi dengan adanya sistem perpajakan yang modern 
berbasis teknologi (Novalia et al., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Ramdan, 2017)dan 
(Dwi et al., 2019) memperoleh hasil bahwa modernisasi sistem perpajakanmberpengaruh 
positif terhadap kepatuhanbmembayar pajak.  
H5: Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak 

Kecintaan akan uang atau money ethics adalah sikap berlebihan yang menunjukkan 
kasih sayang seseorang terhadap uang dan menganggap uang adalah sumber kebahagiaan 
dalam kehidupannya. Adanya sifat kecintaan terhadap uang akan menimbulkan persepsi 
negatif sehingga seseorang akan lebih mudah untuk melakukan pelanggaran etika (Sofha, 
Dewi; Utomo, 2018). Menurut (Sari, 2019), wajib pajak dapat melakukan tindakan kecurangan 
pajak akibat dipengaruhi oleh kecintaannya terhadap uang (money ethics). Individu yang 
mencintai uang cenderung enggan untuk memberikan uangnya kepada orang lain, termasuk 
untuk pembayaran pajak, sehingga akan muncul keinginan untuk berbuat curang dintaranya 
dengan tidak membayar pajak atau melaporkan pajaknya dengan jumlah yang bukan 
sebenarnya (Hafizhah, 2016). Pada hasil penelitian oleh (Hafizhah, 2016) dan (Nuraprianti, 
Kurniawan, 2019) ditemukan bahwa money ethics memilikinpengaruh secara signifikan dan 
positifmterhadap kecurangan pajak.  
H6: Money Ethics berpengaruh negatif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Preferensi wajib pajak akan risiko-risiko yang terjadi juga dapat mempengaruhi 
peningkatan kepatuhan wajib pajak (Adiasa, 2013). Terdapat beberapa risiko antara lain risiko 
kesehatan, risiko sosial, risiko keuangan, risiko keselamatan, serta risiko pekerjaan yang 
berkaitan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Guna menghadapi risiko tersebut, setiap 
wajib pajak harus dapat menentukan sebuah keputusan. Namun, realitanya masih ada wajib 
pajak yang menghindar atas risiko yang muncul dalam perpajakan, tetapi ada pula yang berani 
menghadapi risiko tersebut. Hal itu tentunya bisa berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.  

Preferensi risiko merupakan tindakan pengambilannkeputusan guna menghadapi 
ataupun menghindar dari risiko yang muncul pada wajib pajak. Akibat masih ada wajib pajak 
yang kadang mengabaikanmrisiko tersebut, maka kepatuhan wajib pajak menjadi tidak berjalan 
dengan maksimal. Preferensi risikonyang tinggi ialah keadaan atau situasi yang mana wajib 
pajak cenderung beranibdalam menghadapi segala risiko yang bisa terjadi. Seorang wajib 
pajak yang berani mengambil risiko akan lebih taat pada kewajiban perpajakannya, sebaliknya 
apabila wajib pajak tidak beraninmengambil risiko maka akan berusaha menghindarndari 
kewajiban pajaknya,. Penelitian yang dilakukan oleh (Syamsudin, 2014) dan (Aryobimo & 
Cahyonowati, 2017) memperoleh hasil bahwa preferensi risikonberpengaruh secara positif 
signifikan terhadapnkepatuhan wajib pajak. 
H7: Preferensi Risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
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Metode 
Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Singaraja. Penelitian ini ialah jenis penelitian 

kuantitatif. Sumber data yang dipergunakan ialah data primer yang dikumpulkan dengan cara 
menyebarkan kuesioner. Hasil jawaban responden pada kuesioner diukur dengan 5 skala likert. 
Populasi pada penelitian ini ialah jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng yang terdaftar sebagai 
Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja pada tahun 2019, yakni sebanyak 6.120 wajib pajak. 
Penentuan sampel pada penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik simple random sampling 
dengan menggunakan metode Isaac dan Michael (taraf kesalahan 5%) dalam menentukan 
jumlah sampelnya, sehingga jumlah sampel minimal yang diperlukan pada penelitian ini adalah 
sebanyak 332 sampel. 

Analisis data yang dipergunakan ialah berupa: (1) uji kualitas data yang meliputi uji 
validitas dan reliabilitas; dan (2) analisis regresi linier berganda dengan uji prasyarat berupa uji 
normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. 
 
Hasil dan Pembahasan 
Hasil 

Penyebaran kuesioner pada penelitian ini dilakukan sejak bulan April hingga Mei 2020 
kepada para pemilik UMKM di kabupaten Buleleng yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP 
PratamamSingaraja. Berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, peneliti berhasil 
mengumpulkan 334 kuesioner yang telah terisi lengkap, sehingga keseluruhan data dapat 
diolah. 

Hasil uji validitas mengindikasikan bahwa seluruh itemmpernyataan pada instrumen 
penelitian telah dinyatakan valid, dengan nilai r-hitung yang seluruhnya diperoleh berada diatas 
nilai r-tabel (> 0,107) dan juga nilai Sig. sebesar 0,000 (< 0,05). Selanjutnya, hasil pengujian 
reliabilitas memberikan hasil bahwa semua variabel bebas dan terikat yang dipergunakan 
memiliki nilai Alpha Cronbach yang lebih tinggi dari 0,60. Jadi, kuesioner pada seluruh variabel 
yang dipergunakan telah dinyatakan reliabel. 

Nilai Asymp.Sig. (2-tailed) yang diperoleh dari hasil uji normalitas ialah 0,64. Oleh karena 
nilai yang diperoleh melebihi 0,05 (0,64 > 0,05), maka seluruh data yang dipergunakan telah 
terdistribusi secara normal. Selanjutnya uji multikolinearitas pada penelitian ini mendapatkan 
hasil bahwa nilai Tolerance dari seluruh variabel bebas berada diatas 0,10 dan nilai Variance 
Inflation Factor (VIF) berada dibawah 10, sehingga bisa dikatakan bahwa model-model regresi 
yang dipergunakan pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas. Kemudian, pada uji 
heteroskedastisitas, diperoleh nilai Sig. pada setiap variabel adalah diatas 0,05, artinya varian 
residual dalam penelitian ini adalah homogen dan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

Dibawah ini disajikan tabel hasil uji T pada hipotesis-hipotesis yang diajukan pada 
penelitian ini. Jika dilihat pada tabel 2 diatas, maka dapat diinterpretasikan hasil uji hipotesis 
pada penelitian ini yaitu: 

Nilai Sig. untuk variabeltkesadaran adalah diatas 0,05 yakni 0,180 (tidak signifikan), 
dengan koefisienmregresi senilai 0,059 (positif). Hal ini berarti apabila variabel bebas lainnya 
diasumsikan konstan dan variabel kesadaran naikmsebesar 1 maka akan menaikkan tingkat 
kepatuhanmwajib pajak senilai 0,080. Oleh sebab itu, variabel kesadaran berpengaruh secara 
positifmtidak signifikan terhadap kepatuhannwajib pajak, yang berarti H1 dapat diterima. 

Koefisien regresi dari variabel pemahamannpajak ialah senilai -0,160 (negatif) serta 
mempunyai nilai Sig. 0,003 yang mana nilai Sig. itu berada dibawah tarafnsignifikansi 0,05 
(signifikan). Hal ini berarti jika variabel bebas lainnya diasumsikan konstan dan variabel 
pemahaman pajak naik senilai 1 maka akan menurunkan tingkat kepatuhanmwajib pajak 
senilai 0,160. Sehingga H2 ditolak, yang artinya pemahaman pajak berpengaruh negatif 
signifikan terhadap kepatuhannwajib pajak. 

Variabel sanksi pajak secara parsial memiliki pengaruh secara positif signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai Sig. yang lebih rendah dari 0,05 yakni 0,001 
(signifikan) serta koefisien regresi senilai 0,225 (positif). Artinya bila variabel bebas lainnya 
diasumsikan konstan dan variabel sanksi pajak naik senilai 1 maka akan menaikkan tingkat 
kepatuhannwajib pajak senilai 0,225. Maka berdasarkan hasil pengujian, H3 diterima. 
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Tabel 2.  
Hasil Uji T 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.974 1.587  1.874 .062 

Kesadaran_X1 .059 .044 .045 1.344 .180 

PemahamanPajak_X2 -.160 .052 -.117 -3.044 .003 

SanksiPajak_X3 .225 .065 .133 3.489 .001 

KualitasPelayanan_X4 .130 .056 .102 2.331 .020 

ModernisasiSistemPajak_X5 .159 .046 .145 3.473 .001 

MoneyEthics_X6 -.104 .040 -.138 -2.637 .009 

PreferensiRisiko_X7 .394 .040 .540 9.835 .000 

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak_Y 

Sumber: Data primertdiolah (2020) 
 

Kualitas pelayanannmemiliki koefisien regresi dengan nilai 0,130 (positif), artinya bila 
variabel kualitas pelayanan naik senilai 1 dan variabel bebas lainnya diasumsikan konstan 
maka akan menaikkan tingkat kepatuhannwajib pajak senilai 0,130. Selain itu, nilai Sig. yang 
diperoleh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yaitu 0,020 (signifikan). Oleh karena itu H4 
diterima, yakni kualitas pelayanannberpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhannwajib 
pajak. 

Nilai Sig. dari variabel modernisasi sistemnperpajakan berada dibawah 0,05 yakni 
sebesar 0,001 (signifikan), dan untuk nilai koefisien regresinya adalah sebesar 0,159 
(positif). Artinya bila variabel bebas lainnya diasumsikan konstan dan variabel modernisasi 
sistem perpajakannnaik senilai 1 maka akan menaikkan tingkat kepatuhannwajib pajak 
senilai 0,159. Sehingga H5 diterima, yang berarti modernisasi sistem perpajakan mempunyai 
pengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Adapun koefisien regresi money ethics nilainya ialah sebesar -0,104 (negatif) dengan 
nilai Sig. sebesar 0,009 yang lebih kecil dari 0,05 (signifikan). Artinya bila variabel bebas 
lainnya diasumsikan konstan dan variabel money ethics naik sebesar 1 maka akan 
menurunkan tingkat kepatuhanmwajib pajak senilai 0,104. Hal itu mengindikasikan bahwa 
money ethics berpengaruhnnegatif signifikan pada kepatuhannwajib pajak, sehingga H6 
diterima. 

Preferensi risiko memiliki koefisien regresi senilai 0,394 (positif), berarti bila variabel 
bebas lainnya diasumsikan konstan dan variabel preferensi risiko naik sebesar 1 maka akan 
menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak senilai 0,394. Variabel preferensi risiko memiliki 
nilai Sig. 0,000 atau lebih besar dari 0,05 (signifikan), maka hasil ini memberikan arti bahwa 
preferensi risiko mempunyaimpengaruh secara positifnsignifikan pada kepatuhanmwajib 
pajak, artinya H7 dapat diterima. 

 
Pembahasan 
Pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Penelitian ini memberikan hasil bahwa kesadaran mempunyaimpengaruh positif namun 
tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujiannmenunjukkan nilai signifikansi 
variabel kesadaran yaitu 0,180 > 0,05, dengan koefisien regresi senilai 0,059. Jadi bisa 
dikatakan hipotesis pertama diterima. Teori atribusii dapati dikaitkani dengan 
kesadarannwajib pajak, yang disebabkani oleh faktor internal. Tingkati kesadaran akani 
mempengaruhii keputusan wajibnpajaki untuk berperilakui patuhmatau tidak terhadapi 
kewajibani perpajakannya. Masyarakati yang memilikii kesadaranmperpajakan berartii mau 
membayari pajak karenai merasai tidaki dirugikan atasnpembayaran yang dilakukan dan 
juga tidak merasa adanya paksaanmdari pemerintah. Faktor kesadarannmasyarakat untuk 
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membayar pajak mempengaruhi dalam penerimaan pajak. Semakin 
tinggimtingkatnkesadaran, maka wajib pajak akannsemakin terdorong untuk 
mengambilmkeputusan yakni patuhnterhadap kewajiban perpajakan. 

Hasil pengujian statistik ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap beberapa 
responden, yang mengatakan bahwa kesadaran masyarakat memang sangat diperlukan 
guna meningkatkan kepatuhan membayar pajak, walaupun disisi lain terdapat faktor lainnya 
yang juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Adapun penelitian ini 
memberikan hasil yang senada dengan (Rama, 2019); (Ermawati & Afifi, 2018)yang 
menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Hasil pada penelitian ini menunjukkan koefisien regresi dari pemahaman pajak adalah 

senilai -0,160 serta mempunyai nilai Sig. senilai 0,003, yang mana nilai Sig. tersebut berada 
dibawah taraf signifikansii 0,05. Berarti H2 ditolak, makanpemahaman pajaknmempunyai 
pengaruhi negatifnsignifikan terhadap kepatuhannwajib pajak. Hal itu menunjukkan 
kesesuaian hasil penelitian dengani yangi dilakukani olehi (Subekti, 2016) yang 
menyebutkan bahwa pemahamannwajib pajak berpengaruhnnegatif signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Sesuai denganmteori atribusi, isalah satu faktor yang berasal darii 
internalnindividu yang bisa berpengaruh terhadap persepsii wajib pajak dalaml menentukan 
keputusanntindakan wajib pajakmuntuk melaksanakan kewajibanmperpajakannya ialah 
pemahaman wajibnpajak terkait aturanmperpajakan.i Wajib pajak yang mengerti terkait 
perpajakan tidak akan merasa keberatan untuk memenuhimkewajiban pajaknya karena tidak 
adanya kerugian yang dirasakan atas pungutan pajak yang dilakukan dan tidak adanya rasa 
keterpaksaan dalam diri wajibnpajak. 

Makin tinggii pemahaman wajibmpajak terkait tperpajakan makamkepatuhannya dalam 
membayar pajak cenderungmsemakin rendah. Hal itu disebabkan masih banyaknwajib pajak 
yang merasa terbebani akibat adanya pungutanmpajak dikarenakan pemahaman terhadap 
perpajakan masih disalahartikanmoleh wajib pajak. Adapun pernyataan tersebut juga 
didukung dengan hasilmwawancara terhadap beberapa wajib pajak UMKM, yang 
mengatakan bahwa semakin paham seseorang terhadap aturan, maka terdapat 
kemungkinan semakin tinggi pula niat orang tersebut untuk bertindak curang. Hal ini 
disebabkan karena wajib pajak merasa sudah sangat paham aturan sehingga ia lalai dan 
bersikap acuh terhadap kewajiban pajaknya. 

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Hasil pada penelitian ini menujukkan bahwa sanksi pajak secara parsial mempunyaii 

pengaruh positifmsignifikan terhadap kepatuhanmwajib pajak, dengan nilai Sig. yang berada 
dibawah 0,05 yakni 0,001 dan koefisien regresi senilai 0,225. Sesuai hasil pengujian 
tersebut, maka H3 dapat diterima. Adapun penelitianmini memberikan hasil yang sejalan 
dengan penelitian (Rama, 2019); (Nafisah, 2019); (Dwi et al., 2019); (Castro, 2017); (Putri & 
Setiawan, 2017); dan (Pranadata, 2014)yang memperoleh hasil lbahwa sanksi pajak 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pada teorinatribusi, 
sanksinpajak berkaitan dengan faktormeksternal yang berpengaruh pada keputusan wajib 
pajak, yang menyebabkan wajib pajak terpaksa untuk mengikuti aturan yang ditetapkan yang 
akan memiliki dampak pada persepsi wajibmpajak dalam meningkatkan kepatuhannya. 
Ketegasanmsanksi akan mampu meningkatkan ketaaatan wajib pajak baik dalam 
pembayaran pajak maupun dalam melaporkan SPT. 

Hasil pengujian statistik juga diperkuat dengan pernyataan beberapa wajib pajak yang 
diwawancarai, yang mana mereka beranggapan bahwa jika sanksi pajak diterapkan dengan 
adil, tegas, dannkonsisten, serta bisa menjangkaunpara pelanggarnya, maka kepatuhan 
dalam pembayaran pajakmakan terus meningkat. 

 



Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 10 No. 3, September – Desember 2020 
ISSN: 2599-2651   

 

Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika | 388 

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Adapun pada penelitian ini memberikan hasil bahwa kualitasmpelayanan memiliki nilaii 

koefisien regresinsebesar 0,130 serta Sig. yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 
(0,020 < 0,05). Oleh sebab itu H4 diterima, yang berarti kualitas pelayanannmemiliki 
pengaruh positif signifikan terhadapnkepatuhan wajib pajak. Kepatuhan dalam pemenuhan 
kewajiban perpajakan oleh wajib pajak akan didorong oleh mutu pelayanan yang baik dari 
fiskus. Sesuai teori atribusi, mutu pelayanan ialah faktormeksternal wajib pajak karena 
dilaksanakan oleh petugas pajak yang dapat berpengaruh pada penentuan perilaku dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Semakin baikmkualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh aparat pajakmmaka wajib 
pajak akan merasa puas sehingga wajibmpajak akan cenderung patuhmdalam memenuhi 
kewajibannperpajakannya. Sebaliknya, jika semakin burukmkualitas pelayanan pajak maka 
wajib pajak akan cenderung tidaknpatuh dalam memenuhi kewajibanmperpajakannya. 
Adapun penelitian inii memberikan hasill yang sama dengan yang Rama (2019), Ismawati 
(2017), Pranadata (2014), dan Nugroho (2012) yang menyebutkan bahwa kualitas 
pelayanan mempunyaimpengaruh positif signifikan pada kepatuhanmwajib pajak. Pengujian 
statistik ini menunjukkan hasil yang senada dengan tanggapan yang diberikan oleh 
responden ketika diwawancarai yang mengatakan bahwa mutu pelayanannyang diberikan 
oleh petugas pajak bisa menjadi penentu apakahmwajib pajak akan patuh atau tidak 
atasmkewajiban pajaknya. Semakin baikmpelayanan yang diberikan maka akan 
semakinnmendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajibanbpajaknya. 

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Penelitian ini memberikan hasil bahwa nilai Sig. dari modernisasi sistemnperpajakan 

ialah dibawah taraf signifikansi 0,05 yakni senilai 0,001, dan untuk koefisien regresi nilainya 
adalah sebesar 0,159. Sehingga H5 diterima, artinya modernisasimsistem perpajakan 
memilikii pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka penelitian ini 
memberikan hasil yang sejalan dengan Dwi, dkk (2019); Ramdan (2017); dan Triwigati 
(2013) yang menyebutkan bahwa modernisasimsistem pajak memberikan pengaruhnpositif 
signifikan pada kepatuhanmwajib pajak. Dalam teori atribusi, modernisasinsistem perpajakan 
ini termasuk faktor eksternal yang berpengaruh pada tindakanmwajib pajak. Persepsi wajib 
pajak atas modernisasimsistem administrasi pajak akan semakinmbaik apabila wajib pajak 
mampu menerima pengaruhneksternal tersebut, sehingga berdampak pada 
meningkatnyankepatuhan wajib pajak.  

Dengan diberlakukannya sistemnadministrasi perpajakan modern yang akuntabel dan 
transparan maka akan terjadi peningkatan kepatuhan, sebab pelayanan yang diterapkan 
telah menggunakan sistem teknologi informasi sehingga pelayanan prima dan pengawasan 
insentif terhadap wajib pajak bisa tercapai. Hal itu senada dengan yang diucapkan oleh 
beberapa responden, mereka menganggap keberadaan sistem administrasi pajak yang 
serba digital memberikan kemudahan dalam pelaporan pajaknya. 

Pengaruh Money Ethics terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Penelitian ini menunjukkan nilai koefisien regresi untuk money ethics ialah -0,104, 

dengan nilai Sig. 0,009 yang lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya yaitu money 
ethicsmmempunyai pengaruhnnegatif signifikan terhadap kepatuhannwajib pajak, sehingga 
H6 diterima. Penelitian ini memberikan hasilmyang sejalan dengan Hafizhah (2016) dan 
(Nuraprianti, Kurniawan, 2019) yang memberikan hasil bahwa money ethics 
memilikimpengaruh positif terhadap kecurangan pajak, maka dengan kata lain money ethics 
memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhannwajib pajak. Pada teori atribusi, money ethics 
ialah salah satu faktor internalmwajib pajak yang mendorongnya untuk bertindak 
patuhmataupun tidak terhadap kewajiban pajaknya. Keterkaitannya denganmteori atribusi, 
money ethics dapat menjadi hal yang dapatnmempengaruhi perilaku etis atau tidaknya 
seseorang. 

Semakin tinggibsifatmkecintaan wajib pajakbterhadap uang, maka wajib 
pajakncenderung akan melakukan tindakanmkecurangan pajak. Adapun hasil wawancara 
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yang dilakukan terhadap responden juga memperkuat hasil pengujian statistik pada hipotesis 
ini. Responden mengatakan bahwa jika seseorang menganggap uang sebagai hal yang 
sangat penting dan berharga dihidupnya, maka tentu saja ia akan enggan untuk 
mengeluarkan uangnya untuk hal-hal yang tidak dirasakan manfaatnya secara langsung, 
seperti pajak. 

Pengaruh Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Pada hasil pengujian statistik, ditunjukkan bahwa variabel preferensi risikonmempunyai 

nilaii koefisiennregresii sebesar 0,385 serta nilai Sig. sebesar 0,000 (<0,05). Maka dengan 
demikian, preferensi risikonmempunyai pengaruhnpositif signifikan pada kepatuhanmwajib 
pajak, sehingga H7 diterima. Preferensi risiko yang tinggi ialah situasimyang mana wajib 
pajak tidak takut untuknmenghadapi risiko yang terjadi. Terkait dengan teori atribusi, 
preferensi risiko merupakanbkekuatan internal (internal forces) dalam diri yang 
mendorongnwajib pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jika preferensinrisiko 
wajib pajakt tinggi, wajib pajak akanblebih taat dalam melakukan pembayarannpajak, tetapi 
bila tingkat preferensinrisiko wajib pajaki rendahnmaka wajib pajakncenderung enggan untuk 
melakukan pembayaran pajaknya. 

Sesuai dengan hasil pengujian statistik, hasil wawancara terhadap responden juga 
menunjukkan hasil yang sama. Responden menyebutkan bahwa seseorang yang berani 
mengambil risiko atas usahanya biasanya akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya, 
sebab ia menganggap bahwa risiko adalah hal yang wajar adanya dalam setiap usaha. Jadi 
orang yang berani mengambil risiko akan lebih taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, 
begitupula sebaliknya. Adapun penelitian inii memperolehmhasill yang senada dengan 
penelitian Syamsudin (2014) serta Aryobimo dan Cahyonowatii (2012), yakni preferensii 
risiko memilikibpengaruh positif signifikannterhadap kepatuhan wajibnpajak. 

 
 
Simpulan dan Saran 

Sesuai hasil pengujian statistik yang diperkuat dengan hasil wawancara, maka dapat 
disimpulkan diantaranya: (1) Kesadarannberpengaruh positif tidaknsignifikan terhadap 
kepatuhan wajibnpajak; (2) Pemahamannpajak mempunyaii pengaruhnnegatif signifikan 
terhadap kepatuhanbwajib pajak; (3) Sanksi pajaknmempunyaii pengaruh positifndan 
signifikan terhadap kepatuhannwajib pajak; (4) Kualitas pelayanannberpengaruh positif 
signifikan terhadapbkepatuhan wajib pajak; (5) Modernisasinsistem perpajakan memiliki 
pengaruhnpositif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (6) Money ethics memilikii 
pengaruh negatif signifikan padankepatuhan wajib pajak; serta (7) Preferensi risiko 
mempunyaiinpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhannwajib pajak 

 Adapun beberapa sarannyang dapat diberikan penulis terkait hasill dari penelitiani ini 
diantaranya: (1) Bagi masyarakatnagar meningkatkan kesadarannyanmengenai pentingnya 
membayar pajak. Masyarakat harus paham bahwa pajak yang dipungut oleh negara akan 
dipergunakannpemerintah untuk kepentingann bersama seluruh masyarakat dan untuk 
pembangunan negara; (2) Bagimbadan usaha, para pengusaha perlu paham dan menyadari 
akan pentingnya membayar pajak sebab hal tersebut akan berdampak pula bagi 
kepentingan usahanya; (3) Bagi kantor pelayanannpajak, diharapkan agar melaksanakan 
sosialisasi secara berkalamkepada masyarakat guna meningkatkannpemahaman pajak; dan 
(4) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapatnmemperluas objek penelitiannya serta 
melakukan pengembanganmmelalui penelitian terhadap faktor-faktornlainnya yang llebih 
berpengaruhi terhadap kepatuhannwajib pajak. 
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